
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 

73 

TUGAS AKHIR POTENSI PPH DAN… MOH. RUDY HERMAWAN 

DAFTAR PUSTAKA 

Alex S, Nitisemito. 2010. Manajemen Personalia Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Edisi Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Republik Indonesia. 2008. Undang–undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan 

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Republik Indonesia. 2009. Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah 

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 

tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) 

Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan 

Undang–undang Nomor 36 Tahun 2008 

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 

Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 

Pribadi 

Republik Indonesia. 2003. Undang–undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-

DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat 

Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa 

Republik Indonesia. 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

35/PJ/2010 tentang Pengertian Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan 

Dengan Penggunaan Harta, Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Jasa 

Konsultan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

74 

 

TUGAS AKHIR POTENSI PPH DAN… MOH. RUDY HERMAWAN 
 

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

13/PJ/2019 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan 

Dengan Faktur Pajak 

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam 

Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara 

Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak 

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 

tentang Surat Pemberitahuan (SPT) 

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 

tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan 

  


